
BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 7 TAHUN 2Ot7

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :a

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2OL7,

telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 75

Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun

Anggaran 2Ol7; r
bahwa untuk melakukan penyesuaian program dan

kegiatan, pergeseran rekening rincian objek belanja dan

anggaran kas yang disesuaikan dengan Peraturan

presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis

Dana Alokasi Khusus Fisik, maka Peraturan Bupati

Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas

Tahun Anggaran 2Ol7 perlu diadakan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas

Perahrran Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2O1',{

b.
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

sumatera selatan (L,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor l82ll;,,

undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangart

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3

Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 42861;,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);,

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 44OO);.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44211; .,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Periinbangarl Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oa4 Nomor 126, Tamtrahan Lerrrbaran

Nega-ra Republik Indonesia Nomor 4438|; -
IJndang-Un<iang Nomor 28 Tahun 2OO9 terrtang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Inclonesia Tahr-rtr 2AA9 Nonror 15O, TarrrL,ahan Innthr.tran

Negara Republik InConesia Nomor SO+e); I
,(
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang

Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 lrlomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;,

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2AA4 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia i.iomor

aa16l; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2OOS tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4

teniang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5

Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor  SaO);.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a5O2);.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO5 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 457a1;

12. Peraturan Pemerintah i.iomor 55 Tahun 2OO5 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 liomor 137, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 45751, 

[ 3Y ,,-a.I
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 45761, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1O tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun

2OO5 tentang sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o1o Nomor

11O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5155);z

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Iembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2OOS Nomor 14O, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75781;.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20A6 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o.A6

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor  6lal; .,

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7L Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20 10 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5156);"

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2OL4 tentang

Pengelolaan Bereng Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 92,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

55.33);,.

18. Perafuran Presiden Nomor 54 Tahun 2OlO tentang

Pengadaan Barang dan .Jasa Pemerintah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan R'esiden

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penrbahan Keempat Atas

Per-aturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 {Lei]rbaran

Negar=a Republik Itrdotresia Tahun 2ATSNornor ,f
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19. Perahrran Presiden Nomor 97 Tahun 2Ot6 tentang Rincian

Alokasi Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2Ol7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 253l; r
20. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2OL6 tentang

pehrnjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun

Anggaran 2Ol7 (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 3641; n'

21. Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Perahrran Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2olt Nomor 310); -,

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun

2Ot7 tentang Pembahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2O16

tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OtT (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874)-

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Penrbahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun

2OL6 tentang Pedoman Pen5nrsunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ,rr,;1,
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24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten

Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 1O);.r

25. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Musi Rawas Tahun Anggaran 2OL7 (Lembaran Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 15);,"'

26. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratt

Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2OLT (Berita

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 751; ,

MEMUTUSI(AN:

MenetAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.,ANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.",

Pasal 1

Beberapa ketentrran dalam Peratrrran Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2Ol7 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 75), diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut : .'

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 
"

Anggaran Pendapatan
atas :

1. Pendapatan:

a. Pendapatan
Asli Daerah RP.

b. Dana
Perimbangan Rp.

Pasal L

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol7 terdiri

115.OOO.OOO.OOO,OO ,,

I . 169 .464. 576. OOO,OO .-
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c. Lain-lain Rp. 166.675.085.625,007
Pendapatart
yahg Sah
Jumlatr Pendapatan Rp. 1.451.139.661.625'OOt

2. Belanja:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja
Pegawai RP. 6Oa.127.44L-OOO,OO-I'

2) Belanja
Hibah RP. 7.451-9LO.OOO,OO7

3) Belanja
Bagi Hasil
kepada
Propinsi/
l{ab/Kota
dan
Pemerintah
an Desa RP. 5OO.OOO.OOO,OO7'

4) Belanja
Bantuan
Keuangan
kepada
Propinsi/
I(abupaten
/Kota. dan
Pemdes RP. 198.044.148.300,00./

5) Belanja
Tidak 1.OOO.OOO.OOO,OOz"

Terduga RP'

Jumlah Belanja Tidak Langsun8 Rp. 81 1. 123.499.3OO,OO /

b. Belanja Langsung

1) Belanja
Pegawai RP. 46.099.769.295,0O7

2) Belanja
Barang
dan Jasa Rp. 319.833.155.595,00r.'

3) Belanja
Modal RP. 311.428.8O2.OOO,OO7

Jumlatr Belartja
Surplus/(Delisit)

Rp. 677.36t.726.89O
Rp. 1.488.485.226..L94
Rp. (37.34s.sff.s6s,

,OOl
.oo .

ootd
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3. Pembiayaan:

a. Penerimaan Rp.73.739.010.013,00,"
b. Pengeluaran Rp 36.393.445.448,00.

Jumlah Pembiayaan Netto RP

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun

2.

3.

berkenaan RP

Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga berbunyi

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga berbunyi

tercantum dalam Lampiran II Perahrran Bupati ini.

37.345.564.565,00.

o,@2,

sebagaimana

sebagaimana

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau

pada tanggal 8 mAOt 29L7

I

.BUPATI

Diundangkan di Lubuklinggau

H.

C
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH

20L7

MUSr RAWAS TAHUN 2OL7 NOMOR 7..

8

H. ISBAN AD


